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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian 
	Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan kepada kabupaten/kota dengan memberikan kewenang kepada desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik di dalam desa. Kepemerintahan yang baik di dalam desa merupakan sebuah arah baru yang paling utama dalam pembahasan pengelolaan pemerintahan, tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggara pemerintahan yang baik. Salah satu keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu dilihat dari kinerja aparatur desanya.
	Desa merupakan instansi pemerintah daerah setempat yang dimana mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya dan sebagai tempat yang dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat di Desa itu sendiri. Aparatur desa yakni staf yang membantu kerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dipilih dan ditugaskan sebagai aparat desa berdasarkan warga masyarakat asli desa tersebut.
 	 Penerapan tata kelola kepemerintahan yang sehat merupakan serangkaian tindakan dan keputusan yang diimplementasikan dan diukur. Menurut Syakrani dan Syahriani (2009:141) Tata kelola kepemerintahan yang sehat setidaknya secara konseptual mengandung dimensi substansial dan prosedural. 
[bookmark: _GoBack]Substansial memiliki makna gagasan besar dan perubahan. Menyangkut gambaran ideal yang ingin dimujudkan dan berkaitan dengan cara gambaran ideal itu harus diwujudkan
	Pada era reformasi dan otonomi daerah ini terdapat paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bisa disebut dengan Good Governance. Untuk dapat terwujudnya tata kelola Kepemerintahan yang baik dan andal yaitu dengan adanya manajemen yang transparansi, bebas praktik KKN, dan responsif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakatnya. 
	Menurut Sedarmayanti (2012:251) berpendapat bahwa: “Salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas termaksud adalah dengan membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju kepemerintahan yang baik”. 
	Untuk dapat terselenggaranya tugas pokok dan fungsi pemerintah desa seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah Desa dituntut untuk menerapkan serta mewujudkan Good Governance.
	Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penyaluran bantuan sosial merupakan pelayanan jasa publik, yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana bantuan sosial. 	 
	Penelititian ini tepatnya di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon lebih memfokuskan mengenai kinerja pegawai, Karena dilihat dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan program bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurang transparan, hal tersebut adalah perbuatan maladministrasi (ombudsman.go.id). 	Terdapat juga aparatur yang kurang cepat tanggap ketika dibutuhkan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya (kurang responsif). 
Maka, masalah yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurang transparan
2. Kurang cepat tanggap ketika dibutuhkan (kurang responsif)

1.2. Rumusan Masalah 
	Berdasarkan pada latar belakang yakni kinerja aparatur desa sangat berpengaruh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Jika aparatur desanya bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya maka dalam mewujudkan Good Governance akan semakin mudah dan dapat diwujudkan menjadi pemerintahan yang baik. Sehingga dalam kasus yang terjadi di Desa Pegagan Lor ini merupakan masalah kinerja aparatur dalam pelaksanaan program bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurang cepat tanggap. 

	Masalah-masalah tersebut akan dikaji menggunakan pertanyaan-pertanyaan masalah (problem question) yaitu:
1. Bagaimana Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
2. Faktor apa saja yang menghambat Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

1.3.2.  Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis 
	Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dan dapat memperkaya literatur dalam teori Administrasi Publik khususnya Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Mewujudkan Good Governance.
2. Kegunaan Praktis 
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Aparatur
	Desa atau Instansi Pemerintahan mengenai Kinerja Aparatur Desa dalam 	Mewujudkan Good Governance.
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